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P U T U S A N

Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Mr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto  yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat dan kumulasi hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, umur  23  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTP,

pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di

Kabupaten MojokertoSekarang tinggal di : Kabupaten Mojokerto,

dalam hal  ini  memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru

Diniyati, S.H., M.H. dan Efri Alza, S.T., S.H. Para Advokat dan

Legal Consultant pada Kantor Hukum  AFA LAW OFFICE  yang

berkedudukan di  Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan

Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan

surat Kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftar

dalam Register Kuasa Nomor 512/Kuasa/3/2024/PA.Mr  tanggal

27 Maret 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan

Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto Sekarang

tinggal di : Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Mojokerto yang

beralamat di Jalan Taman Siswa No.10, Mergelo, Purwotengah,

Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti-buktinya

dipersidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2024

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga

dengan register perkara Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Mr, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

pada tanggal  17 Januari 2018  dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah  (PPN)  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Pacet

Kabupaten  Mojokerto,  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  tertanggal  17

Januari 2018;

2. Bahwa,  pada  saat  akad  nikah  dilaksanakan,  status  Penggugat

adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa,  setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Mojokerto;

4. Bahwa,  selama  perkawinan  berlangsung,  antara  Penggugat  dan

Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri,

telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama :

4.1. XXX, perempuan, lahir di Mojokerto, 17 April 2018, usia 6

tahun;

4.2. XXX, perempuan, lahir di Mojokerto, 17 April 2018, usia 6

tahun;

Dimana pada saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

dalam keadaan rukun,  namun sejak  tahun 2020,  antara Penggugat  dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

5.1. Tergugat kurang dalam memberi nafkah;

Bahwa Tergugat menggunakan penghasilannya untuk membeli dan

mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang;

5.2. Tergugat  menjalani  hukuman  di  Lembaga

Permasyarakatan Kelas II B Kota Mojokerto;

Bahwa  pada  tahun  2023,  Tergugat  telah  ditangkap  oleh  pihak

Kepolisian akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan saat ini
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menjalani  hukuman  akibat  perbuatannya  tersebut  kurang  lebih  7

tahun 8 bulan lamanya;

6. ulBahwa,  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat tersebut pada tanggal 5 bulan Juni tahun 2023,

Penggugat  beserta  anaknya  bertempat  tinggal  di  rumah  orangtua

Penggugat  di  Kabupaten  Mojokerto,  sedangkan  Tergugat   bertempat

tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB

Mojokerto  yang  beralamat  di  Jalan  Taman  Siswa  No.10,  Mergelo,

Purwotengah,  Kecamatan Magersari  Kota  Mojokerto,  Jawa Timur  61311

(Terdakwa  Perkara  Nomor  367/Pid.Sus/2023/PN.Mjk  jo.

1488/Pid.Sus/2023/PT.Sby).  Sehingga  antara  Penggugat  dan  Tergugat

telah  berpisah  tempat  tinggal  dan juga  tidak  menjalankan  kewajibannya

selayaknya suami istri kurang lebih selama 10 bulan;

7. Bahwa,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  diupayakan  untuk

dapat  rukun  kembali  oleh  keluarga  masing-masing,  akan  tetapi  tidak

berhasil; 

8. Bahwa, gugatan perceraian ini  telah memenuhi  alasan perceraian

sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia Tahun 1991;

9. Bahwa semenjak pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan

Tergugat, sehingga menyebakan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

tinggal, anak yang bernama XXX,  perempuan, lahir di Mojokerto, 17 April

2018, usia 6 tahun dan XXX, perempuan, lahir di Mojokerto, 17 April 2018,

usia 6 tahun, pada saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa gugatan hak asuk anak ini diajukan dikarenakan Penggugat

ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat

dan  Tergugat  karena  anak  tersebut  masih  berumur  6  tahun  (belum

mumayyiz);

11. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi: ”Akibat putusnya perkawinan

karena  perceraian  ialah:  baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban
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memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-

anak, Pengadilan memberi keputusan”, berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) UU

Perkawinan  menyatakan;  “Kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan

mendidik  anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dan  Pasal  45 Ayat  (2) UU

Perkawinan menyatakan; “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat

(1)  pasal  ini  berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang

tua putus”;

12. Bahwa  berdasarkan  Pasal  105  huruf  (a)  Kompilasi  Hukum  Islam

Indonesia yang menyebutkan: “Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan

anak  yang  belum mumayyiz atau  belum berumur  12  tahun  adalah  hak

ibunya”,  selanjutnya  berdasarkan  Yurisprundensi  Mahkamah  Agung  RI

yaitu  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor.27/K/Pdt/1983  tanggal  30

Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan: “Anak-anak yang masih kecil

berada dibawah asuhan ibunya”,  maka apabila Penggugat  dan Tergugat

bercerai,  untuk  kepentingan  tumbuh  kembang  anak  serta  rasa  kasih

sayang  Penggugat  terhadap  anak  Penggugat  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama  Mojokerto  agar  menetapkan  Hak  Pengasuhan  dan

Pemeliharan  terhadap  anak  yang  bernama  XXX,  perempuan,  lahir  di

Mojokerto,  17  April  2018,  usia  6  tahun  dan  XXX,  perempuan,  lahir  di

Mojokerto,  17  April  2018,  usia  6  tahun berada  dalam  kekuasaan

Penggugat,  dengan  kewajiban  Penggugat  memberikan  akses  kepada

Tergugat  untuk  bertemu  dan  memberikan  kasih  sayang  kepada  anak

tersebut;

13. Bahwa Penggugat jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang

dan kelembutan kepada anak dibanding Tergugat, serta bila ditinjau dari

segi  kemanusiaan sangat mustahil  apabila anak yang masih kecil  harus

ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

14. Bahwa dengan demikian melalui Penetapan Hak Asuh Anak ini yang

diajukan  oleh  Penggugat  untuk  memenuhi  keperluan  dan  kepentingan

terbaik bagi anak di masa depannya nanti;
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15. Bahwa  agar  mendapatkan  kepastian  hukum,  Penggugat  sangat

memerlukan  Surat  Penetapan  Penguasaan  untuk  anak  tersebut,

dikarenakan  pada  saat  ini  untuk  melengkapi  persyaratan  administrasi

kependudukan di Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Mojokerto  (pecah  KK  dan  ganti  status  di  KTP),  salah  satunya  yaitu

persetujuan penetapan hak asuh anak yang ditanda tangani serta dibubuhi

cap jempol dari kedua orangtua. Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat

tidak berkenan untuk menandatangani persetujuan Hak Asuh Anak;

16. Penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Mojokerto,  untuk  berkenan  memutuskan  sebagai

berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat  terhadap Penggugat;

3. Menetapkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama

XXX, perempuan, lahir di Mojokerto, 17 April 2018, usia 6 tahun dan XXX,

perempuan, lahir di Mojokerto, 17 April 2018, usia 6 tahun, berada dalam

pemeliharaan/hadhanah Penggugat,  dengan  kewajiban  Penggugat

memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih

sayang kepada anak tersebut,  sepanjang tidak  menggangu kepentingan

anak;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto  berpendapat  lain,  Penggugat  mohon

putusan yang seadil-adilnya;

       Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus

kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H. dan Efri Alza, S.T., S.H. Para Advokat

dan  Legal  Consultant  pada  Kantor  Hukum   AFA  LAW  OFFICE   yang

berkedudukan  di  Jalan  Jampirogo  RT  001  RW  002  Kelurahan  Jampirogo
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Kecamatan  Sooko  Kabupaten  Mojokerto  berdasarkan  surat  Kuasa  khusus

tanggal  26  Maret  2024  yang  telah  didaftar  dalam  Register  Kuasa  Nomor

512/Kuasa/3/2024/PA.Mr  tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut

di  atas,  dan  memeriksa  pula  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  yang

bersangkutan; 

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi

Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak

datang  menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap sebagai  wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil  secara

resmi dan patut menurut relaas Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Mr yang dibacakan

di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu

disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati  Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.  Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk a.n.  Penggugat  yang dikeluarkan

oleh  Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto,  tanggal  24-10-2018,  telah

dinazegelen  dan  dilegalisir  oleh  Panitera  serta  telah  dicocokkan  dan

sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  KUA

Pacet  Kabupaten Mojokerto Provinsi  Jawa Timur,   tanggal  17 Januari

2018,  telah  dinazegelen  dan  dilegalisir  oleh  Panitera  serta  telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
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3. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mojokerto,

tanggal 24 Oktober 2018 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera

serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mojokerto,

tanggal 24 Oktober 2018, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera

serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);

B. Saksi:

1. SAKSI  I,  umur  33  tahun,  agama Islam,  pekerjaan  driver,  bertempat

tinggal di Dusun Slawe RT.04 RW.02 Desa Padi Kecamatan Gondang

Kabupaten  Mojokerto,  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan  dengan  Penggugat  sebagai  kakak  kandung  Penggugat;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat

menikah  pada  Januari  2018  di  KUA Pacet  Kabupaten  Mojokerto

Provinsi Jawa Timur; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama  di  rumah  orangtua  Penggugat  dan  telah  melakukan

hubungan  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  (ba'daddukhul),

dikaruniai 2 anak;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga

Penggugat  dan Tergugat  pada  awalnya  rukun dan  harmonis  akan

tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan

perselisihan;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  yang  menjadi  penyebab

ketidak- harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah

masalah  masalah  ekonomi  yaitu  Tergugat  tidak  memenuhi  nafkah

Penggugat,  selain  itu  Tergugat  sering  menggunakan  narkoba  dan

sekarang berada di Lapas;
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 Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat

sudah  berpisah  tempat  tinggal  selama  10  bulan  sampai  dengan

sekarang  dan  tidak  pernah  saling  mengunjungi  atau  berhubungan

lagi;  

 Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan

dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa,  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan

Penggugat  dan  Tergugat  karena  sudah  sulit  dirukunkan  dan  tidak

mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu

lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

 Bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama

Penggugat hingga sekarang;

 Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut

tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

 Bahwa  Penggugat  sehari-hari  menjalakan  kewajiban

agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang

emosional dan marah;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

bertempat tinggal di Dusun Slawe RT.04 RW.02 Desa Padi Kecamatan

Gondang  Kabupaten  Mojokerto,  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai saudara ipar Penggugat;

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri  yang  sah  yang  menikah  pada  Januari  2018  di  KUA Pacet

Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di  rumah  orangtua  Penggugat  dan  telah  melakukan  hubungan

sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dikaruniai 2 anak;

 Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah

tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
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 Bahwa,  saksi  mengetahui  yang  menjadi  penyebab  ketidak-

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat

mengkonsumsi narkoba;

 Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah

berpisah tempat tinggal  selama 10 bulan sampai  dengan sekarang

dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi; 

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat

dan Tergugat karena sudah sulit  dirukunkan dan tidak mungkin lagi

dipertahankan,  sudah  tidak  ada  harapan  dapat  bersatu  lagi  dan

melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat

hingga sekarang;

 Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh

kembang dengan baik dan tidak terlantar;

 Bahwa  Penggugat  sehari-hari  menjalakan  kewajiban  agama

seperti  sholat,  puasa  dan  ibadah  lainnya  serta  tidak  gampang

emosional dan marah; 

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan

Penggugat; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus

Penggugat tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa

Nomor 512/Kuasa/3/2024/PA.Mr  tanggal 27 Maret 2024 ternyata telah sesuai
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dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

6  Tahun  1994  tentang  Surat  Kuasa  Khusus,  dan  Majelis  Hakim  telah  pula

memeriksa  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  Kuasa  Penggugat,  dan

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18

Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan

bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah

sehingga  Majelis  Hakim  dapat  menerima  dan  memberi  izin  kepada  Kuasa

Penggugat  tersebut  untuk  beracara  dalam  perkara  aquo sebagai  advokat

profesional;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  principal  hadir  didampingi  kuasa

hukumnya hadir di persidangan,sedangkan berdasarkan berita acara panggilan

oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Mojokerto terbukti Tergugat yang

telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu

alasan yang sah,Oleh karenanya  Majelis Hakim menilai  bahwa oleh karena

pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak

dilakukan Mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal

82 ayat  (1) dan (4)  Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

serta  Pasal  18  ayat  (3)  PERMA  Nomor  01  Tahun  2016,  maka   selama

persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat

berdamai  dan  kembali  rukun  sebagai  suami  isteri  bersama  Tergugat,  akan

tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang

dilaksanakan  berdasar  Hukum Islam,  maka  berdasarkan  Pasal  49  Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I  angka 37, Pasal  49 huruf (a)
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beserta penjelasannya angka (9), maka perkara  a quo menjadi kewenangan

absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat

tinggal  Penggugat  berada  diwilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Mojokerto,

maka berdasarkan Pasal  73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama  Mojokerto;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  telah  menikah  dengan

Tergugat  berdasarkan  Hukum  Islam  kemudian  karena  sering  terjadi

pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Mojokerto

menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sugro  Tergugat   terhadap  Penggugat,  oleh

karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama,  Penggugat  mempunyai  legal  standing  untuk  mengajukan

perkara gugatan tersebut;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut

dan karena  gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan

maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan

menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan

dipertimbangkan lebih lanjut;

        Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan

Agama  Mojokerto  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sugro  Tergugat  terhadap

Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  puncaknya  pada  tahun  2020  yang

disebabkan  Tergugat  kurang  dalam  memberi  nafkah  yaitu  Tergugat

menggunakan  penghasilannya  untuk  membeli  dan  mengkonsumsi  narkotika

dan  obat-obatan  terlarang,  dan  Tergugat  menjalani  hukuman  di  Lembaga

Permasyarakatan Kelas II B Kota Mojokerto, Penggugat beserta anaknya pergi

meninggalkan Tergugat, hingga saat ini antara Penggugat dan Penggugat telah

hidup berpisah dan hingga perkara ini menjelang diputus di Pengadilan mereka

belum rukun sedangkan  Penggugat  tetap  pada pendiriannya ingin  bercerai

dengan Tergugat ;
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Menimbang,  bahwa  ketidakhadiran  Tergugat  dipersidangan  dapat

diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil dalil gugatan Penggugat  dan

pula  dapat  dinilai  sebagai  bukti  kebenaran  gugatan  Penggugat,  namun

pengakuan  dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat

bukti  yang  menentukan  sebagaimana  pada  perkara  perdata  murni,  oleh

karenanya   majelis  hakim  dengan  berpedoman  pada  azas  hukum  acara

khusus  dalam  perkara  perceraian  yang  berlaku  majelis  hakim  berpendapat

dengan  bersandarkan  pada  ketentuan Pasal  163  HIR serta  dengan

memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan  ( to enforce the

truth  and  justice)  dan  juga  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  76  Undang-

undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun

1975,maka  Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya meskipun perkara

ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga  dengan

demikian alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan; 

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan dalil-dalilnya  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan 2 (dua) orang

saksi, yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat

mengajukan  bukti  P1  diketahui  bahwa  Penggugat  tercatat  beralamat  di

Kabupaten MojokertoSekarang tinggal di : Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan

bukti  P2 tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal  73 ayat  1 UU Nomor 7

tahun  1989  sebagaimana  diubah  dalam  UU  Nomor  3  tahun  2006  tentang

Peradilan agama  disebutkan “ gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya

kepada  pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman

Penggugat kecuali  apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat

kediaman bersama tanpa ijin Tergugat “, maka berdasarkan bukti tersebut dan

keterangan Penggugat di persidangan dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan

Agama Mojokerto, maka pemeriksaan perkara ini termasuk  kompetensi relative

Pengadilan Agama Mojokerto  untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 (Fotokopi Buku  Kutipan Akta Nikah)

dikaitkan  dengan  ketentuan  pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  di

Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan
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Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri  yang  sah dan  karena  bukti  P.2

merupakan  akta  otentik  dan  pula  telah  bermeterai  cukup  serta  telah  cocok

dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata,

sehingga  bukti  tersebut  mempunyai  kekuatan  bukti  yang  sempurna  dan

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti

bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan

Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (legitima persona standi in judicio)

dalam perkara a quo .

      Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P-4 telah terbukti, lahir pada

tanggal 17 April 2018, dan lahir pada tanggal 17 April 2018 adalah anak sah

pasangan suami isteri dari Penggugat dan Tergugat dan karena bukti tersebut

berupa akta otentik dengan sendirinya bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan

pembuktian yang sempurna serta bukti  tersebut telah dinazegelen dan telah

dicocokkan dengan aslinya, maka secara hukum bukti tersebut adalah sebagai

alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa bukti  P-1,P-2,P-3 dan P-4 adalah akta otentik yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan

aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH

Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil  gugatan Penggugat dan

Tergugat dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan

perselisihan dan pertengkaran yang  terus  menerus serta  sulit   didamaikan

untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan

perkara cerai gugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991

Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, perceraian baru dapat

diterima  apabila  telah  cukup  jelas  bagi  Pengadilan  mengenai  sebab

perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar  keterangan pihak

keluarga  serta  orang-orang  yang  dekat  dengan  suami  isteri  itu.  Hal  ini
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dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai

dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat

(4)  Undang-undang No.3  Tahun 2006.dan Peraturan Mahkamah Agung RI.

No.2 Tahun 2004 .

       Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dipersidangan

dari  pihak  keluarga  atau  orang  yang  dekat  dengan  Penggugat,  dan  beban

pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang-

orang yang dekat dengan Penggugat adalah sesuai dengan asas doktrin   “ lex

specialis derogate lex generalis”, merupakan pengecualian dari apa yang diatur

dalam  Pasal  146  HIR,  khusus  berlaku  dalam  perkara  perceraian  dengan

alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

116  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  tidak  diterapkan  pada  alasan

perceraian selainnya.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut

telah  memenuhi  syarat-syarat  formal  sebagai  saksi  berdasarkan  Pasal  76

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171

HIR  Jo.  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah  RI.  nomor  9  tahun  1975,  maka

sepanjang  mengenai  sesuatu  yang  dilihat  sendiri  dan  atau  dialami  sendiri,

saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Penggugat

telah  meninggalkan  Tergugat  sebagai  akibat  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran,  sehingga sampai  dengan saat  ini  mereka berdua telah hidup

berpisah  rumah  dan  selama  itu  mereka  berdua  tidak  lagi  menjalankan

kewajiban  sebagai  suami  istri  secara  utuh,  kepada  mereka  telah  dilakukan

upaya perdamaian oleh berbagai pihak namun belum berhasil  damai,majelis

hakim menilai keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah

dan dapat diterima sebagai alat bukti ; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  dalil  gugatan  Penggugat  dan

pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya

dipersidangan  majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ; 

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2018, dan dicatat oleh

Pejabat sesuai  dengan Kutipan Akta Nikah, tertanggal 17 Januari 2018;
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 Bahwa  setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  rumah

orangtua Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  rukun  baik  sebagaimana

layaknya suami istri telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami

isteri (ba'daddukhul), dikaruniai 2 anak, yang saat ini berada di bawah asuhan

Penggugat dalam kondisi hidup yang sehat dapat tumbuh kembang dengan

baik ;

 Bahwa,  sejak  tahun  2020  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

secara  terus-menerus  yang  disebabkan  Tergugat  kurang  dalam  memberi

nafkah  yaitu  Tergugat  menggunakan  penghasilannya  untuk  membeli  dan

mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang, dan Tergugat menjalani

hukuman di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Kota Mojokerto;

 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2020,

dimana  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  ranjang  dan  Tergugat  telah

meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Penggugat, Sejak saat itu

antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-

istri;

 Bahwa, berbagai pihak telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat  namun tidak  berhasil

karena Penggugat tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas  majelis

hakim berpendapat  bahwa tujuan  pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat

dan Tergugat  untuk membentuk  rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

rahmah, sejahtera lahir  dan batin semakin jauh dari  harapan  karena  cinta

kasih  yang  menjadi  unsur  dari  sakinah  telah  hilang  dan  berganti  dengan

kebencian,  yang  melahirkan  pertengkaran  dan   perselisihan  yang  terus

menerus sifatnya ,  oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah  dan siapa

yang  benar   yang  menjadi  penyebab   keduanya  bertengkar  dan  berselisih

majelis hakim berkesimpulan   rumah tangga Penggugat dan Tergugat  telah

retak dan pecah  sedemikian rupa yang berarti  hati kedua belah pihak telah

pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali,  sehingga tujuan pernikahan

sebagaimana dikehendaki  dalam rumusan Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang
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nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia  1991

tidak  lagi dapat terwujud; 

Menimbang  bahwa,  berdasarkan  fakta  tersebut  diatas  dapat

disimpulkan  bahwa rumah tangga  Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah

tangga antara Penggugat  dengan Tergugat  sudah tidak sejalan  lagi  dengan

tujuan  perkawinan  yang  suci  yakni  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang

sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majlis Hakim berpendapat

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang

tidak tentram, tidak terbina  dengan baik,  oleh karena itu  untuk  menghindari

madlorot  yang  lebih  besar  dalam  hubungan  keluarga,  maka  perceraian

merupakan  pilihan  yang  dianggap  lebih  ringan  madlorotnya.  Hal  ini  sejalan

dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, 

maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”.

       Menimbang,  bahwa  memperhatikan  keadaan  rumah  tangga  antara

Penggugat  dan  Tergugat  seperti  tersebut  di  atas,  Majelis  yang  memeriksa

perkara  ini  berpendapat  bahwa,  perceraian  lebih  maslahat  dan  memberi

kepastian  hukum  daripada  meneruskan  perkawinan,  bahkan  meneruskan

perkawinan  dalam  keadaan  seperti  tersebut  di  atas  dikhawatirkan  akan

mendatangkan madlorot  yang lebih besar  dari  maslahatnya bagi  Penggugat

dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan  perlu dihindari sesuai dengan kaidah

fiqh yang berbunyi :

Artinya:  Menolak  kemafsadatan  lebih  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan.

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin

hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204: 
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Artinya:  “Maka  jika  telah  terjadi  perselisihan  dengan  tidak  diperoleh

diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian” ;

Menimbang, bahwa  Majelis Hakim berpendapat bahwa  memutuskan

tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini

perceraian  dipandang  sebagai  tasrih  bi  ihsan  dan  hal  ini  relevan  dengan

pendapat  Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang dikutip Sayid Sabiq dalam

Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap  kumpul 

sebagai suami isteri, niscaya  akan  bertambah  buruk  dan  memperuncing 

peselisihan, serta  kehidupan menjadi suram” . 

      Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kesimpulan  Penggugat  di  depan

persidangan,  yakni  Penggugat  berketetapan  hati  ingin  bercerai  dengan

Tergugat  dan  Penggugat  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  maka

dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum

Islam  sebagaimana  yang  termuat  dalam  kitab  Al  Iqna  Juz  II  halaman  133

sebagai berikut :

       Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah

mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan

talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Majelis  Hakim  memandang  perlu

mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman

248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Artinya  :  “Maka  apabila  telah  tetap  gugatan  isteri  dihadapan  hakim

dengan  bukti  dari  pihak  isteri  atau  pengakuan  suami,  sedangkan  adanya

perihal  yang  menyakitkan   itu  menyebabkan  tidak  adanya  pergaulan  yang
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pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang,  bahwa  demikian  juga  dalam  perkara  a  quo,  Pengadilan

Agama Mojokerto  merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I.  tanggal  17

Maret  1999,  nomor  :  237  K/AG/1998  yang  mengandung  abstraksi  hukum

bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan

pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian

sesuai dengan   Pasal  19 huruf (f)  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 ;

Menimbang,  bahwa  dengan  telah  terbuktinya  kondisi  rumah  tangga

Penggugat   dengan Tergugat   sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat

dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun

dan  harmonis  lagi  dalam rumah tangga  sehingga  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi alasan perceraian  sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39

ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam ; 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai

dengan Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai

dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal

31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai

tasrih  bi  ihsan,  maka  gugatan  Penggugat  mempunyai  dasar  hukum  dan

beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan

sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di

bawah ini ; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  muka  sidang

meskipun  ia  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut  sedangkan  ketidak

hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat
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dinyatakan  tidak  hadir.  Kemudian  oleh  karena  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125

HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

           Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat

telah  dukhul  dan  belum  pernah  bercerai,  maka  terhadap  petitum  angka  2

gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2)

huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain

shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hak Asuh anak 

      Menimbang,  bahwa  menyertai  gugatan  pokok,  Penggugat  juga

mengajukan kumulasi  obyektif  berupa tuntutan hak asuh anak,  lahir  pada

tanggal  17  April  2018,  dan  pada  tanggal  17  April  2018  berada di  bawah

hadhanah Penggugat sebagimana dalam petitum gugatan Penggugat ;

      Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan

gugatan  diperkenankan  apabila  penggabungan  tersebut  akan

menguntungkan proses yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu

ada koneksitas  dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta

akan  mencegah  kemungkinan  adanya  putusan-putusan  yang  saling

bertentangan;  

      Menimbang, bahwa selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan

dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu

terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang didasarkan kepada fakta

fakta konkrit;

      Menimbang, bahwa dalam hal ini semua gugatan dalam perkara aquo

adalah  merupakan  akibat  hukum  dari  perkara  perceraian,  oleh  sebab  itu

meskipun tidak dianjurkan, tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasikan

bersama  dengan  perkara  perceraian,  maka  hal  tersebut  dapat

diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara-perkara tersebut semua

ada  koneksitasnya  dengan  perceraian  (vide  Pasal  86  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan  Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 tahun 2009),  berbunyi  “Gugatan soal  penguasaan anak,  nafkah anak,
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nafkah istri,  dan harta  bersama suami  istri  dapat  diajukan bersama-sama

dengan  gugatan  perceraian  ataupun  sesudah  putusan  perceraian

memperoleh kekuatan hukum tetap “, dengan demikian berdasarkan posita

dan  petitum  gugatan  Penggugat,  maka  gugatan  kumulasi  tersebut  dapat

dipertimbangkan  lebih  lanjut  karena  telah  berdasarkan  hokum  dan  telah

memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan ; 

       Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 terbukti anak lahir

pada tanggal 17 April 2018, dan lahir pada tanggal 17 April 2018 untuk diasuh

Penggugat adalah anak kandung sebagai  hasil perkawinan yang sah dengan

Tergugat, sehingga karenanya Penggugat  mempunyai legal standing untuk

menuntut  hak  pemegang  hadlanah  selanjutnya  fakta  hukumnya

dipertimbangkan sebagai berikut :

      Menimbang, bahwa yang di maksud Pemeliharaan  anak atau hadhanah

menurut pasal 1  huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan  mengasuh,

memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

       Menimbang,  bahwa Pengadilan akan menentukan siapa yang lebih

berhak  memelihara  anak  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  terbaik

bagi sianak itu sendiri ;

Menimbang,  bahwa  mengenai  petitum  agar  Penggugat  ditetapkan

sebagai  pemegang  hadhanah  anaknya,  Majelis  Hakim  mempertimbangkan

sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  setidaknya  ada  4  peraturan,  yaitu  (1)  Undang-

Undang Republik  Indonesia  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia;  (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002

tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden

Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam

yang  terkait  dengan  hak  asuh  anak  (hadhanah)  dan  hak-hak  anak,  dan

beberapa yurisprodensi yang tetap pada Mahkamah Agung RI ;

       Menimbang, bahwa secara yuridis  berdasarkan  ketentuan Pasal 105

Inpres  No.1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  berbunyi
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“Pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur 12 tahun

adalah hak ibunya. “, pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh

anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan  kepada ibunya, hal  ini sesuai

dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi: 

      

Artinya: “ Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau

belum  menikah” ;

      Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat

bahwa “ hak mengasuh anak yang belum akhil balig harus diutamakan kepada

ibunya.  Ini  mengingat  kaum  wanita  dianggap  lebih  memiliki  jiwa  keibuan,

dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat

yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya ''Seorang perempuan berkata

kepada Rasulullah, ''Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya,

air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulmya bersamaku,

ayahnya  telah  menceraikanku  dan  ingin  memisahkannya  dariku.''  Maka

Rasulullah  bersabda,  ''Kamulah  yang  lebih  berhak  memeliharanya  selama

kamu tidak menikah.'' (HR Ahmad, Abu Dawud,danal-Hakim mensahihkannya,

pendapat  tersebut  selanjutnya  diambil  alih  menjadi  pendapatnya  majelis

hakim;

      Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar’i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II

halaman 195 :

 Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia

mempunyai  anak  dari  perkawinannya  dengan  isterinya  itu,  isterinya  lebih

berhak untuk memeliharanya ;

      Menimbang, bahwa  perlu diketengahkan bahwa dalam azas dan tujuan

pengasuhan  anak  yang  harus  didahulukan  adalah  kepentingan  anak  itu

sendiri,  hal  ini  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  2  huruf  (b)  Undang-

Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun  2003.  Dalam  hal  terjadinya

perceraian pengasuhan anak yang masih di  bawah umur berada di  bawah

pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas
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dan  sejalan  dengan  kaidah  hukum  yang  terdapat  dalam  Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI sebagai berikut : 

1. Putusan Mahkamah Agung RI.  No.102K/SIP/1973 tanggal  24 April  1975

menyatakan  “Berdasarkan  Yurisprudensi  mengenai  perwalian anak

patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi

anak-anak  yang  masih  kecil,  karena  kepentingan  anak  yang  menjadi

kriteriumnya. Kecuali  kalau terbukti  bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk

memeliharanya”; 

2. Putusan Mahkamah Agung RI.No. 239K/SIP/1990  menegaskan ”Dalam hal

terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih

sayang dan perawatan ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya”;. 

        Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kajian  sosiologis  bahwa,  dalam

psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan  menjadi

dua jenis yaitu 

1.  Legal custady yakni kebutuhan pemeliharaan anak yang seutuhnya yang

menurut  hukum  meliputi  faktor  kebutuan  beaya  penghidupan,

pendidikan,kesehatan  dan  kebutuhan  hukum  pada  umumnya   hal  ini

menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya namun demikian kebutuhan ini

lebih  dominan   diperoleh  dari  ayahnya.  Selain  itu  juga  faktor  kasih

sayang  ,tanpa mengurangi  bahwa ayah juga menyayangi  anak, namun

secara  alamiah  dan  kudrati  di  manapun dan sejak kapanpun,  ibu jauh

lebih  mampu  mengembangkan  kasih  sayang  dan  kelembutan  kepada

anak dibanding ayah.

2.  Fisical  custady  yakni kebutuhan anak secara fisik karena anak belum

mampu  merawat  dirinya  sendiri  baik  secara  jasmani  maupun  rokhani

seperti  kebutuhan  menyusui  pada  ibu,memandikan,  memakai  baju,

merawat  kesehatan,  pelayanan  makan  dan  minum,belajar

berkomunikasi,teman  bermain  dan  belajar,kebutuhan  tumbuh  kembang

anak dan  lainnya lebih dominan  diperoleh dari  ibunya .Dalam hal  ini

adalah faktor kemanusiaan (humanity), bila ditinjau dari segi kemanusiaan

(humanity),  sangat menyayat hati  nurani  apabila anak yang masih kecil

harus  ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu  kandungnya,
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terlebih  jika  anak  tersebut  masih  harus  menyusu  (mendapatkan  ASI)

ibunya. 
          Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak

asuh anak dan hak-hak anak tersebut di  atas, Majelis Hakim berkesimpulan

bahwa  pijakan  utama  dalam  menetapkan  pemegang  hak  asuh  anak

(hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak

dan  bagi  anak  yang  belum  mumayyiz  (12  tahun),  menurut  Majelis  Hakim

kepentingan  terbaiknya  adalah  diasuh  oleh  ibu  kandungnya  sebagaimana

ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya

tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk

terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti  menelantarkan anak sewaktu

selama dalam asuhannya,  karena  telah  kita  ketahui  bersama bahwa dalam

tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang

belum mumayyiz  dibanding ayah dan itulah  wujud kepentingan terbaik  bagi

anak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  yang

dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana

telah  disebutkan  di  atas  bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat,  lahir  pada

tanggal  17  April  2018,  dan  lahir  pada  tanggal  17  April  2018,  masih  belum

mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak

terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya

dengan  mendasarkan  kepada  asas  “hak  asuh  (hadhanah)  anak  ditetapkan

berdasarkan  kepentingan  terbaik  bagi  anak”,  Majelis  Hakim  berpendapat

bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan

sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

        Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta persidangan  anak lahir  pada

tanggal  17  April  2018,  dan  lahir  pada  tanggal  17  April  2018,  yang  saat  ini

senyatanya  telah  tinggal  bersama  Penggugat,  maka  untuk  memberikan

kepastian  hukum  bagi  Penggugat  dan  anak  anak  tersebut, maka  petitum

gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas

anaknya sebagaimana tersebut di atas  patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Penggugat  telahg  ditetapkan  sebagai

pemegang hak asuh anaknya, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai
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hak  dan  kesempatan  untuk  mencurahkan  kasih  sayang  dan  perhatiannya

kepada  anak  tersebut.  Sampai  kapan  pun  bahkan  hingga  kelak  dewasa,

Tergugat  sebagai  ayah  kandungnya  mempunyai  hak  yang  sama  untuk

memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja

tentu  harus  mempertimbangkan  kondisi  anak  itu  sendiri,  oleh  karena  itu

Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah

kandungnya  apabila  ingin  menjenguk,  bertemu,  berinteraksi,  mengajak  dan

berkumpul  dengan  anak  tersebut  dengan  tetap  mempertimbangkan  kondisi

anak  tersebut.  Artinya  komunikasi  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dalam

menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun

dengan  baik,  berusaha  mengesampingkan  ego  masing-masing  dan  pijakan

utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dengan  mendasarkan  kepada  Surat  Edaran

Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Pemberlakuan

Rumusan Hasil  Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan,  dalam  Rumusan  Hukum

Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “Dalam amar penetapan hadhanah

atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi

akses kepada orang tua yang tidak memegan hak hadhanah untuk bertemu

dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan

bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak

hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak

hadhanah”,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  penghukuman  terhadap

pemberian  hak  ases  untuk  bertemu anak  oleh  Penggugat  kepada  Tergugat

suatu  keharusan  dan  apabila  tidak  diberikan  hak  akses  tersebut,  maka  hal

tersebut  dapat  dijadikan  alasan  oleh  Tergugat  untuk  mengajukan  gugatan

pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
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Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir ;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;  

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat  terhadap Penggugat;

4. Menetapkan  anak  Penggugat  dan  Tergugat lahir  tanggal  17  April

2018, usia 6 tahun dan  lahir tanggal 17 April 2018, usia 6 tahun berada di

bawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat,  dengan kewajiban Penggugat

memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih

sayang kepada anak-anaknya tersebut;  

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);  

       Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Mojokerto pada hari  Kamis tanggal  18 April 2024 Masehi bertepatan dengan

tanggal  9 Syawwal 1445 Hijriah oleh  MUNAWAR, S.H.,  M.H. sebagai  Ketua

Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.,

M.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai

Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat serta  Kuasanya  tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd Ttd
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M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. MUNAWAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

NUR KHOLIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Untuk salinan yang sama
bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan
Agama Mojokerto

...

1. PNBP 
1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Panggilan Pertama 
Penggugat

Rp 10.000,00

3. Panggilan Pertama 
Tergugat

Rp 10.000,00

4. Redaksi Rp 10.000,00
2. Biaya Proses Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 375.000,00
4. Biaya Sumpah Rp 100.000,00
5. Materai Rp 10.000,00
 Jumlah  Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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